
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
HIBAH PENDANAAN RISET UI 2019

Depok, 2019

KANTOR ADMINISTRASI RISET DAN INOVASI UI



OUTLINE

Laporan Keuangan
 Rekap Realisasi Keuangan
 Penyusunan SPJ Keuangan
 Hal-hal yang Harus Diperhatikan

 Kewajiban Perpajakan
 Permintaan e-billing pajak, pembayaran & pelaporan 

pajak
 Belanja barang/bahan habis pakai
 Belanja perjalanan dinas



Skema Hibah Riset UI 2019

 PITTA A
 PITTA B
 PIT 9
 Q1 Q2
 TADOK A
 TADOK B
 PITMA A
 PITMA B



Peraturan-Peraturan

 Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 001 
Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2019;

 Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 027 
Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri.



LAPORAN KEUANGAN



Rincian Laporan Keuangan
NO URAIAN JUMLAH

PENCAIRAN DANA TAHAP I (PERTAMA) 50.000.000 
A Belanja bahan habis pakai (40% - 70%)

1 Pembelian A 1.000.000 
2 Pembelian B 350.000 
3 dll

Jumlah Belanja 1.350.000 
B Biaya publikasi (20% - 40%)

1 Biaya Penerjemahan 1.000.000 
2 dll

Jumlah Biaya Publikasi 1.000.000 
C Biaya lain-lain

1 Cetak Banner 350.000 
2 Cetak Laporan 1.000.000 
3 dll

Jumlah Biaya Lain-lain 1.350.000 
TOTAL REALISASI 3.700.000
a PENCAIRAN DANA TAHAP I (PERTAMA) 50.000.000 
b TOTAL DANA YANG DIGUNAKAN= total realisasi 3.700.000
c SISA DANA= a - b 46.300.000



Belanja Barang/Bahan Habis Pakai

 Menyesuaikan dengan draft Peraturan Rektor UI 
Tahun 2019 mengenai Kelengkapan Dokumen
Keuangan ada 3 macam bukti berdasarkan 
nilainya:
1. Bukti Pembelian;
2. Kuitansi;
3. Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.



Bukti Belanja Barang/Bahan Habis Pakai

1. Bukti pembelian: digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan
10 juta yang dilengkapi dengan bukti 
pembelian yang sah (bon, kuitansi) bermeterai

2. Kuitansi: digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang nilainya 10 juta – 25 juta
 dilengkapi dengan dokumen pendukung
(surat permintaan penawaran harga, surat
penawaran harga, surat pesanan, surat jalan, 
invoice, faktur pajak)



Bukti Belanja Barang/Bahan Habis Pakai

3. Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat 
perjanjian: digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang nilainya diatas 25 juta



Penggunaan Meterai dalam 
Bukti Pembayaran

 Meterai 3.000 utk transaksi 250.000-999.999
 Meterai 6.000 utk transaksi 1 juta ke atas



Bukti Belanja Perjalanan Dinas

 Surat Undangan
 Surat Tugas dari Dekan
 Pesawat:
 Kuitansi (asli)/struk bukti transfer/billing kartu kredit
 E-ticket
 Boarding Pass (asli)

 Kuitansi/invoice Penginapan/Hotel (asli)
 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 Daftar Pertanggungjawaban Biaya Tugas Perjalanan



Pertanggungjawaban Biaya Tugas Perjalanan













PERPAJAKAN



Kewajiban Perpajakan

“Kewajiban pajak yang timbul atas pengelolaan
dana hibah sepenuhnya menjadi tanggung

jawab Penerima Hibah secara individu”



JENIS-JENIS PAJAK

A. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

B. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

C. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

D. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

 PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada Orang 
Pribadi, Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/Anggota
TNI/Polri, Pensiunan, dan Pegawai bukan Pegawai Negeri 
Sipil, atas pembayaran yang diterimanya berupa gaji, 
upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

 Sesuai dengan golongan penerima:
 Pegawai UI (dosen): 15% (non serdos)
 Tendik UI : 5%
 Tarif pengenaan pajak untuk mahasiswa dan nonUI : 

NPWP 2,5%, NonNPWP 3%



Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

 PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan yang terutang atau
dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang berasal dari
modal, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa
lain (kecuali imbalan sehubungan dengan jasa lain yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015 
tanggal 27 Juli 2015 yang mulai berlaku sejak tanggal 27 Agustus
2015.

 Potongan PPh 23 untuk jasa dan/atau sewa :
 Penyedia barang/jasa (vendor) yang memiliki NPWP berlaku tarif

pemungutan sebesar 2%;
 Penyedia barang/jasa (vendor) yang tidak memiliki NPWP berlaku tarif

pemungutan sebesar 4%.



Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

 Tahun 2019, WP UI secara institusi ditetapkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak (PKP).

 Kewajiban pemungutan PPN dilakukan oleh penyedia barang/jasa
(vendor). Bila peneliti bertransaksi dengan Pengusaha Kena Pajak
(PKP), maka kode transaksi pada Faktur Pajak yang dibuat oleh
rekanan, yaitu kode 01, contoh: 01x.xxx-xx.xxxxxxxx, yang artinya
penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual.

 Faktur Pajak atas pemungutan PPN yang dilakukan oleh penyedia
barang/jasa:
 Lembar asli diberikan kepada UI dan copy kuitansi
 Lembar salinan (copy), dilampirkan dalam Laporan

Pertanggungjawaban/SPJ.



MEKANISME PENYETORAN PAJAK

 Permintaan e-Billing Pajak
 Penerbitan Billing Pajak
 Pembayaran dan Pelaporan

Bukti Pembayaran Pajak



Permintaan e-Billing

 Permintaan e-billing dapat dilakukan setiap
bulannya

 Mengisi Format Permintaan e-Billing  Penerima
Hibah membuat daftar rekapitulasi pemotongan
pajak

 Penerima Hibah menyerahkan Format Permintaan e-
Billing ke DRPM melalui e-mail DRPM, untuk
dilakukan verifikasi oleh unit.



Format Permintaan E-Billing

v





Penerbitan e-billing Pajak

 KARI melakukan verifikasi terhadap daftar 
rekapitulasi bukti pemotongan yang disampaikan
peneliti.

 Tim Pajak Direktorat Keuangan menerbitkan kode
billing.

 Penerbitan kode billing dilakukan sekaligus
berdasarkan jumlah total rekapitulasi seluruh
transaksi yang terutang.

 Kode billing diserahkan oleh DRPM kepada penerima
hibah untuk proses pembayaran pajak.



Pembayaran dan Pelaporan Pajak
 Penerima Hibah melakukan pembayaran yang dapat

dilakukan dengan menyampaikan Kode Billing yang telah
diperoleh kepada Teller Bank/kantor Pos; atau memasukkan
Kode Billing melalui Mesin ATM/Internet Bank yang disediakan
Bank Persepsi yang ditunjuk.

 Maksimal pembayaran pajak tanggal 10 bulan berikutnya
setelah bulan saat terutangnya pajak yaitu bulan/ masa yang 
tercantum pada lembar kode billing.

 Penerima Hibah menyerahkan bukti setoran pajak asli kepada
KARI sebagai bukti pajak telah dibayarkan.

 KARI memberikan bukti setoran pajak asli dan copy
daftar/rekapitulasi transaksi yang terutang PPh Pasal 21 dan 
PPh Pasal 23, kepada Subdit Payroll dan Perpajakan
Direktorat Keuangan.



Timeline Permintaan dan Penerbitan
e-Billing Pajak

TANGGAL KEGIATAN

1 – 15 Penyerahan data (daftar nominatif) permintaan e-billing ke DRPM

16 – 24 Penyerahan data dari DRPM ke KARI & verifikasi data oleh KARI

25 Penyerahan data permintaan e-billing ke Subdit Pajak UI

26 – 29
Pembuatan e-billing oleh Subdit Pajak dan penyerahan e-billing ke 
KARI. Permintaan e-billing pada bulan "n", akan dibuatkan e-billing
dengan masa pajak "n+1"

30 Distribusi e-billing oleh KARI



Alur Permintaan e-billing Pajak dan 
Pelaporan Pajak

 Contoh
Masa Pajak yang tercantum pada
Kode Billing adalah Masa Agustus
(08) 2017, oleh karena itu pajak
terhutang paling lambat dibayarkan
pada tanggal 10 September 2017.
Pembayaran pajak terhutang yang
dilakukan diatas tanggal 10
September 2017 akan dikenai
sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% per bulan yang dihitung
dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, dan bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.



Kewajiban Penyerahan Faktur Pajak -
PPN 
 Apabila Penerima Hibah melakukan transaksi pembelian dengan Pengusaha Kena

Pajak, pastikan bahwa NPWP yang digunakan dalam faktur pajak adalah NPWP
Universitas Indonesia (02.486.770.7.412.000).

 Faktur pajak harus mencantumkan informasi paling sedikit:
a. Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
b. Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP (UI);
c. Jenis barang atau jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
d. PPN yang dipungut
e. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
f. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

 Jenis barang atau jasa yang tercantum dalam faktur pajak mohon dijelaskan
dengan rinci, misal: Pembelian ... dalam penelitian hibah PITTA tahun 2019.

 Penerima Hibah berkewajiban untuk menyerahkan Faktur Pajak dan Invoice
(kwitansi) kepada DRPM, untuk selanjutkan diserahkan kepada Direktorat
Keuangan UI.

 Faktur pajak tersebut dapat digunakan oleh UI sebagai kredit pajak masukan.
Adapun penentuan faktur pajak dapat dikreditkan atau tidak dilakukan oleh
Direktorat Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.





NPWP Universitas Indonesia



KANTOR ADMINISTRASI RISET 
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UNIVERSITAS INDONESIA
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